PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN

Menimbang

Mengingat

PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dengan diberl akukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan sudah tidak sesuai dan harud diubah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolus dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat |l Pasuruan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

7.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan.

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik
Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perizinan
Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2005, Nomor 03, Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisas
dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2008, Nomor 09)

Dengan Per setujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
dan

WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG
PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 1

Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005
tentang Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2005, Nomor 03, Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab V1 beserta Pasal di dalamnya dihapus.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Wadikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dan/atau
pendaftaran kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan yang telah
diterbitkan.

(2) Untuk melakukan pengawasan sebagamana dimaksud pada ayat (1)
Walikota menunjuk Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan
berkoordinasi bersama K epala Satuan Polisi Pamong Prga.
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(3 Instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang

melakukan :

a  pemantauan;

b. memintaketerangan ;

c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan ; dan
d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan.

(4) Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberikan
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi permintaan
petugas pengawas sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(5) Setiap pengawas wajib memperhatikan surat tugas dan atau tanda pengenal
sertawajib memperhatikan situasi kondisi tempat pengawasan tersebut.

3. Ketentuan dalam Bab XI1 Ketentuan Penutup Pasal 21 dihapus.
4. Nomor Bab dan Pasal untuk selanjutnya menyesuaikan.

Pasal |1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan..

Ditetapkandi  : Pasuruan
pada tanggal : 2Mei 2011
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI

Diundangkan di Pasuruan
padatangga 12 September 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,
NOMOR 11
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

[. UMUM.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribus Daerah yang mencabut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maka pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pasuruan
Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang
pembentukannya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pgjak Daerah dan Retribus Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2000 harus diubah dan disesuaikan.

[1. PASAL DEMI PASAL
Pasal | : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.
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